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Abstract: Previous research has identified various challenges in the implementation
of the platform Merdeka Mengajar (PMM) among teachers, including limited internet
access and technological devices, teachers’ proficiency in using technology, limited
understanding of PMM, and an increased digital workload that occupies teachers’
time. This article aims to: (1) analyze the increase in teachers’ digital workload
due to extensive digitalization through PMM, (2) identify communication and
instructional patterns in PMM implementation, and (3) examine how teachers utilize
PMM to provide more effective and humane recommendations for improvement.
A survey was conducted using a questionnaire distributed via Google Forms to 211
teachers across 27 provinces in Indonesia. The article highlights three key findings:
First, digitalization through the platform Merdeka Mengajar (PMM) significantly
increases teachers’ workload. A total of 55.9 percent respondents reported teaching
24-30 hours per week, 19 percent taught 30-40 hours, and 4.3 percent taught 40-50
hours. Additionally, 79.1 percent of respondents indicated that PMM increased their
administrative burden. Second, communication and instructions related to PMM were
found to be hierarchical and lacked dialogue, with 70.1 percent of respondents using
PMM due to direct instructions from the Ministry of Education, Culture, Research,
and Technology (Kemendikbudristek) or school management. Third, the digital
workload forced 51 percent of respondents to complete PMM tasks outside of school
hours, including 22.3 percent working at home and 14.7 percent working late at night.
Moreover, a significant portion of respondents relied on personal resources, with 71.1
percent using their own internet and 67.3 percent covering electricity costs to fulfill
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PMM requirements. This article recommends that the government consider teachers’
rights and working hours when implementing PMM.

Keywords: administrative burden; digital burden; platform Merdeka Mengajar;
teachers; workload

Abstrak: Riset terdahulu memaparkan berbagai tantangan dalam operasionalisasi
platform Merdeka Mengajar (PMM) di kalangan guru: keterbatasan akses internet
dan perangkat teknologi, kapabilitas guru dalam penguasaan teknologi, pemahaman
terbatas mengenai PMM, serta meningkatnya beban digital yang menyita waktu
guru. Artikel ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis peningkatan beban
digital guru akibat masifnya digitalisasi melalui PMM; kedua, mengidentifikasi
pola komunikasi dan instruksi dalam pengerjaan PMM; serta ketiga, meninjau
ulang mekanisme pemanfaatan PMM oleh guru untuk memberikan rekomendasi
perbaikan yang lebih efektif dan manusiawi. Survei dilakukan dengan menggunakan
kuesioner yang disebarkan melalui Google Form kepada 211 guru di 27 provinsi di
Indonesia. Tiga temuan utama artikel ini adalah: pertama, digitalisasi melalui PMM
secara signifikan meningkatkan beban kerja guru. Sebanyak 55,9 persen responden
mengajar 24-30 jam per minggu, 19 persen mengajar 30-40 jam, dan 4,3 persen
mengajar 40-50 jam. Sebagian besar responden (79,1 persen) melaporkan bahwa
PMM menambah beban administrasi mereka. Kedua, pola komunikasi dan instruksi
terkait PMM bersifat hierarkis dan kurang dialogis, dengan 70,1 persen responden
menggunakan PMM karena tekanan instruksi langsung dari Kemendikbudristek
atau pihak sekolah. Ketiga, beban kerja digital memaksa 51 persen responden
mengerjakan tugas PMM di luar jam sekolah dan mengerjakan di rumah (22,3
persen), sering hingga larut malam (14,7 persen), dan sebagian besar menggunakan
biaya pribadi untuk internet (71,1 persen) dan listrik (67,3 persen). Artikel ini
menyarankan DPR RI mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan hak dan
jam kerja guru dalam implementasi PMM.

Kata kunci: beban administrasi; beban digital; beban kerja; platform Merdeka
Mengajar

Pendahuluan

Platform Merdeka Mengajar (PMM) merupakan media edukasi yang dikembangkan
oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)
untuk para guru Indonesia agar dapat melaksanakan peran secara optimal. PMM dirilis
oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadi-
em Makarim, pada tanggal 11 Februari 2022. Platform ini memiliki tujuh fitur utama:
pertama, kanal informasi Kurikulum Merdeka (KM); kedua, panduan berbentuk video;
ketiga, pelatihan mandiri yang memuat topik-topik KM; keempat, bukti karya sebagai
portofolio; kelima, komunitas belajar bagi guru; keenam, asesmen murid; dan ketujuh,
perangkat ajar menurut mata pelajaran dan fase (Wahyudin et al., 2024).

Keberadaan platform ini awalnya dianggap membantu para guru dalam memahami
KM. Dalam penelitian di SMK Pesantren Temulus, Azhari et al. (2024) menyebutkan
empat dari tujuh fitur PMM (perangkat ajar, menu kelas, menu pelatihan mandiri, dan
menu bukti karya) dapat meningkatkan kompetensi guru dan memfasilitasi pembela-
jaran siswa. Studi penggunaan PMM di SDN Curahmalang II Sumobito Jombang dengan
model flipped class dalam pembelajaran menunjukkan PMM mempunyai keunggulan
yaitu efisien dan akurasi tinggi (Nurhasanah et al., 2023). Begitu juga guru yang meng-
gunakan PMM untuk membantu mengajarkan untuk siswa kelas VII di UPTD SMPN 19
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dianggap meningkatkan kemampuan pemahaman membaca siswa dalam pembelajaran
bahasa Inggris (Hijriani et al., 2024). Bahkan, Soedjono (2023) menyebut PMM diang-
gap mempunyai efektivitas yang sangat tinggi dari sisi konten dalam meningkatkan
kompetensi guru dalam kinerja pembelajarannya. Ditambah, penelitian di SDN 006 Loa
Janan menyatakan bahwa sebagian besar guru sudah bisa menggunakan platform ini,
sudah ada guru yang menerapkan, dan masuk pada proses tindak lanjut dalam pene-
rapan langsung di dalam kelas (Ramdani et al., 2022). Hal ini diperkuat dengan peneliti-
an di SMP Swasta Katolik St. Aloysius Niki-Niki yang menunjukkan 80 persen gurunya
baru mengikuti pelatihan PMM. Meskipun 60 persen guru membutuhkan waktu yang
lama untuk menjelajah PMM (Salsinha et al., 2024).

Di sisi lain, selain paparan riset yang menunjukkan sisi positif PMM, terdapat situ-
asi di mana pemanfatan PMM juga dirasa kompleks dan problematik. Pertama, secara
umum manajemen waktu guru dalam mengimplementasikan KM perlu menjadi perha-
tian (Fauzi, 2023). Pelaksanaan PMM di SDN 1 Melinggih Kelod Kecamatan Payangan,
Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali misalnya, menunjukkan beberapa kendala karena
kemampuan guru yang mendekati masa pensiun dalam mengakses dan menerapkan
menu PMM serta kesibukan guru karena kewajiban dalam kegiatan adat (Astuti et al.,
2023). Menghadapi situasi tersebut, sosialisasi dan pelatihan penggunaan PMM kepa-
da seluruh guru agar implementasi KM dapat berjalan dengan baik dan kinerja serta
kompetensi guru dapat meningkat menjadi sangat penting (Sudarsih, 2023). Persoalan
sosialisasi juga diungkap dalam penelitian terhadap guru di TK Ceria Pantai Labu Deli
Serdang. Permasalahan yang dihadapi para guru sehubungan dengan sosialisasi PMM,
yaitu kurangnya pemahaman guru dalam mengaktifkan PMM (Jaya et al., 2023). Untuk
mengatasinya Jumarniati dan Fitriani (2023) merekomendasikan pendampingan peng-
gunaan PMM oleh dinas pendidikan.

Kedua, tingkat pemahaman terhadap PMM memang masih menjadi persoalan.
Survei terhadap 36 responden dari MGMP Bahasa Inggris di Kota Bengkulu, dipero-
leh data 25 persen guru masih belum paham dengan PMM dan hanya 14 guru meng-
gunakan PMM dalam pembelajaran. Sebanyak 58,3 persen guru menyatakan perlu
adanya pelatihan penggunaan PMM dalam pembelajaran. Selain itu, riset yang dilaku-
kan terhadap 120 orang guru sekolah dasar (SD) yang berada di tiga wilayah (Kabu-
paten Blitar, Kota Blitar, dan Kabupaten Kediri) mengungkap bahwa guru mengalami
problematika dalam menyusun aksi nyata. Hal ini tampak dari jumlah sertifikat yang
telah diperoleh dari unggah aksi nyata. Persentase jumlah guru yang belum menda-
pat sertifikat adalah sebesar 66,9 persen atau 79 orang guru. Peringkat kedua adalah
guru yang sudah mendapat satu sertifikat sebanyak 15,3 persen atau 18 orang. Hal
ini menunjukkan terdapat problematika PMM yang menyebabkan guru tidak berha-
sil menyusun aksi nyata sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam PMM (Anwar &
Utami, 2023).

Ketiga, permasalahan lain yang muncul adalah kurangnya keterlibatan guru dalam
penggunaan PMM. Dari total 1.406.085 guru pengguna PMM, hanya terdapat 671.644
dan 14.082 unggahan terkait dengan rencana pelajaran dan artikel. Selain itu, hanya
terdapat 1439 unggahan terkait video dan aksi nyata yang dilakukan (Ikram et al.,
2023). Faktor penyebab rendahnya akses PMM seperti kendala waktu, adanya tuntutan
membuat aksi nyata, perlunya konsentrasi, serta masalah kuota dan jaringan terung-
kap juga dalam studi di SMAN Negeri 6 Surakarta (Ambawani et al., 2023). Masalah
kuota dan jaringan terjadi juga di SD di Sumatera Barat. Penelitian tersebut menyebut
PMM berperan dalam meningkatkan kompetensi guru di SD tetapi masih terkenda-
la jaringan saat mengaplikasikannya (Lena et al., 2023). Sementara penelitian kualitatif
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terhadap Guru Penggerak di SMA/SMK di Jakarta yang menggunakan PMM menun-
jukkan masalah serupa, seperti kendala waktu dan penggunaan teknologi (Syahriani et
al., 2023).

Di era kemajuan teknologi yang semakin masif, Kemendikbudristek mengklaim
PMM sebagai platform edukasi dan teman penggerak yang dapat meningkatkan kuali-
tas kompetensi peserta didik di Indonesia (Anwar & Utami, 2023). Namun, seperti
sudah dipaparkan pada berbagai riset terdahulu terdapat berbagai kompleksitas dan
problematika dalam pemanfaatannya disebabkan oleh berbagai faktor seperti kapa-
bilitas guru dalam penguasaan teknologi, akses internet dan perangkat, pemahaman
terkait PMM, sosialisasi yang terbatas, keterlibatan guru dalam berkontribusi di PMM,
dan meningkatnya beban digital yang menyita waktu guru. Dari berbagai artikel terse-
but tampak bahwa beban kerja digital guru meningkat selama pemanfaatan PMM.
Oleh sebab itu, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi beban digital guru dalam
pemanfaatan PMM di ruang pendidikan di Indonesia. Terdapat tiga isu utama yang
akan dianalisis untuk menunjukkan berbagai persoalan terkait operasionalisasi PMM
oleh guru. Pertama, analisis terhadap peningkatan beban kerja digital guru di tengah
masifnya digitalisasi yang diterapkan pemerintah melalui PMM. Apakah meningkatnya
beban kerja guru juga membuat kualitas pendidikan semakin meningkat atau memba-
wa implikasi negatif bagi guru? Kedua, identifikasi terkait dengan pola komunikasi dan
instruksi dalam proses pengerjaan PMM. Apakah pemerintah sudah melakukan pola
komunikasi yang dialogis atau instruksi yang disampaikan masih kurang dipahami oleh
guru-guru? Ketiga, tinjauan ulang terhadap pola dan mekanisme pemanfaatan PMM
untuk memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan efektivitas dan
praktik pendidikan yang lebih konstruktif dan manusiawi. Bagaimana pola dan meka-
nisme pemanfaatan PMM yang lebih konstruktif dan manusiawi bagi para guru?

Analisis mendalam mengenai eksplorasi beban digital guru dalam pemanfaatan
PMM dapat memberikan manfaat bagi DPR RI. Pertama, melalui temuan survei ini, DPR
RI dapat melakukan evaluasi terhadap efektivitas program PMM dalam mengaksele-
rasi peningkatan kualitas dan mutu pendidikan di Indonesia. Kedua, analisis dari arti-
kel ini dapat menjadi bahan bagi DPR RI untuk melakukan check and balances terhadap
program PMM dan memastikan agar program ini sudah berjalan secara optimal dan
dapat meningkatkan mutu guru. Ketiga, paparan dan analisis dalam artikel ini diharap-
kan dapat memberikan pemahaman bagi DPR RI mengenai perlunya inovasi teknologi
dalam kegiatan pembelajaran di Indonesia, tetapi tetap memperhatikan aspek sosial,
psikologis, dan emosional guru.

Survei beban digital untuk guru dalam PMM melibatkan pengumpulan data meng-
gunakan kuesioner yang didistribusikan kepada guru. Variabel yang diukur dalam
survei adalah pertama, beban kerja seperti jenis-jenis tugas yang dibebankan kepada
guru (misalnya, wali kelas dan pembimbing Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasi-
la P5). Kedua, beban digital, aspek digital yang paling membebani (misalnya, sasaran
kinerja pegawai (SKP), PMM, webinar /diklat). Ketiga, waktu yang dihabiskan (jumlah
waktu yang dihabiskan untuk mendokumentasikan atau melakukan aksi nyata). Keem-
pat, dampak penggunaan PMM seperti persepsi guru mengenai dampak penggunaan
PMM (misalnya, menambah atau mengurangi beban administrasi).

Desain penelitian ini menggunakan metode survei deskriptif untuk mengukur dan
menganalisis beban digital yang dialami oleh guru dalam penggunaan PMM. Desain ini
memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dari responden dalam jumlah besar
dan memberikan gambaran umum mengenai kondisi yang dialami oleh guru. Instru-
men utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang terdiri dari
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pertanyaan-pertanyaan terkait dengan data demografis, beban kerja dan beban digi-
tal, waktu yang dihabiskan, dan dampak penggunaan PMM. Data demografis berkait-
an dengan informasi mengenai nama, satuan pendidikan, wilayah, provinsi, dan status
kepegawaian. misal, aparatur sipil negara (ASN) di antaranya adalah pegawai negeri
sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Untuk guru yang
bekerja di sekolah negeri tetapi belum memiliki status pegawai disebut guru honorer.
Sementara guru yang direkrut langsung oleh pemerintah daerah disebut guru kontrak
pemerintah daerah (pemda). Kemudian untuk guru non-ASN yang bekerja di sektor
privat biasa disebut sebagai guru swasta yang memiliki dua status, yaitu guru tetap
yayasan (GTY) dan guru tidak tetap (GTT). Beban kerja dan beban digital mengidenti-
fikasi beban kerja guru dan aspek-aspek spesifik dari beban digital yang mereka alami
(misalnya, SKP, PMM, webinar/diklat). Waktu yang dihabiskan dan dampak penggu-
naan PMM: pertanyaan mengenai waktu yang dihabiskan oleh guru dalam bekerja dan
dampak penggunaan PMM dalam pembelajaran. Secara detil pertanyaan yang diajukan
dalam kuesioner dapat dilihat di Tabel 1.

Tabel 1. Pertanyaan dalam Kuesioner

Kategori Deskripsi Detail
Informasi Nama, satuan pendidikan, wilayah, Informasi dasar mengenai identitas dan
demografis provinsi, dan status kepegawaian. lokasi kerja guru.
Status Aparatur sipil negara (ASN) termasuk PNS Guru dengan status resmi di bawah
kepegawaian  dan PPPK. pemerintah.

Guru honorer: guru di sekolah negeri Non-ASN di sekolah negeri.

yang belum berstatus pegawai tetap.

Guru kontrak pemda: guru direkrut Non-ASN di bawah pengelolaan pemda.
langsung oleh pemda.

Guru swasta: terdiri dari GTY (guru tetap Guru non-ASN yang bekerja di sektor

yayasan) dan GTT (guru tidak tetap). swasta.
Beban kerja Identifikasi beban kerja guru secara Termasuk tugas administratif,
umum. pembelajaran, dan tanggung jawab lain.
Beban digital = Aspek spesifik dari beban kerja digital Meliputi penyelesaian SKP, penggunaan
yang dialami guru. PMM, partisipasi dalam webinar /diklat,
dil.

Penggunaan = Waktu yang dihabiskan dan dampak dari ~ Mengukur intensitas pemanfaatan
PMM penggunaan PMM. PMM dalam pembelajaran serta efeknya
terhadap proses belajar.

Data dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner secara daring kepada 211
responden. Jumlah responden yang terbatas dikarenakan tidak semua guru bersedia
untuk mengisi kuesioner yang disebarkan. Responden diminta untuk mengisi kuesio-
ner dalam kurun waktu 26 Desember 2023-26 Januari 2024. Meski penulis menyadari
ada berbagai kelemahan dalam penggunaan platform daring, penyebaran mengguna-
kan Google Form mempermudah distribusi kuesioner kepada guru di berbagai daerah
serta memfasilitasi pengumpulan data yang cepat dan efisien. Data yang telah dikum-
pulkan diolah dan dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif untuk menda-
patkan gambaran umum mengenai beban digital yang dialami oleh guru. Analisis
mencakup distribusi frekuensi, persentase, rata-rata, dan median. Distribusi frekuen-
si digunakan untuk memahami sebaran jawaban responden terhadap masing-masing
pertanyaan. Sementara persentase digunakan untuk mengukur proporsi responden
yang mengalami berbagai jenis beban digital. Rata-rata dan median digunakan untuk
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mengevaluasi rata-rata waktu yang dihabiskan oleh guru dalam bekerja dan dampak
penggunaan PMM. Hasil analisis digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai ting-
kat beban digital yang dialami oleh guru dan faktor-faktor yang memengaruhinya.
Berdasarkan temuan ini, rekomendasi diberikan untuk mengurangi beban digital dan
meningkatkan efektivitas penggunaan PMM. Dengan metode survei ini, penelitian
dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai beban digital yang diha-
dapi oleh guru dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan
kebijakan dan implementasi platform digital dalam pendidikan.

Responden dalam penelitian ini mencakup 211 guru dari 27 provinsi di Indone-
sia yang menggunakan PMM dan mengisi kuesioner yang didistribusikan (Bagan 1).
Responden guru yang terlibat dalam survei berasal dari berbagai provinsi di Indonesia,
yaitu Jawa Barat sebanyak 42 responden (19,9 persen), Jawa Timur sebanyak 37 respon-
den (17,5 persen), DKI Jakarta sebanyak 23 responden (10,9 persen), Jawa Tengah 23
responden (10,9 persen), Sumatera Utara 25 responden (11,8 persen), Provinsi Banten 8
responden (3,8 persen). Lalu, Nanggroe Aceh Darussalam, Nusa Tenggara Barat, Riau,
dan Sulawesi Selatan masing-masing 5 responden (2,4 persen). Selanjutnya, Kepu-
lauan Riau dan Sumatera Barat masing-masing 3 responden (1,4 persen). Kemudian,
Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Lampung, Nusa Tenggara
Timur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Barat masing-masing sebanyak 2 responden (0,9
persen) dan Bangka Belitung, Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jambi, Kaliman-
tan Barat, Maluku, dan Sumatera Barat masing-masing 1 responden (0,5 persen).

Jawa Barat 42
Jawa Timur

Sumatera Utara

DKI Jakarta

Jawa Tengah

Banten

Nanggroe Aceh Darussalam
Nusa Tenggara Barat
Riau

Sulawesi Selatan
Kalimantan Timur
Sumatera Selatan
Kepulauan Riau
Sumatera Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Utara
Lampung

Nusa Tenggara Timur
Sulawesi Utara
Bangka Belitung

37

DN N

wW W
[\"]
Ul

gLl Ul

LS

DN DN DN DN DN

m1

Bengkulu W 1

Daerah Istimewa Yogyakarta W 1
Jambi W 1

Kalimantan Barat W 1

Maluku W 1

mi

Sulawesi Barat

Bagan 1. Jumlah Responden Penelitian
Sumber: Data penelitian, diolah (2024).

Sementara itu responden guru berdasarkan status kepegawaian terdiri dari bebe-
rapa kategori, yaitu guru PNS (85 responden /40,3 persen), diikuti oleh guru PPK (49
responden /23,2 persen) dan guru swasta tetap (GTY) (38 responden/18 persen).
Selanjutnya, terdapat guru swasta tidak tetap (GTT) (19 responden/9 persen) dan guru
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honorer negeri (18 responden/8,5 persen). Jumlah terkecil berasal dari guru kontrak
provinsi/kabupaten (2 responden /0,9 persen) (Bagan 2).

Guru PPK,

Guru swasta tetap (GTY), 38 guru

Guru swasta tidak tetap (GTT), 19 guru

Guru honorer negeri, 18 guru

Guru kontrak provinsi /kabupaten, 2 guru (0,9%)

Bagan 2. Status Responden Guru
Sumber: Data penelitian, diolah (2024).

Beban Kerja Guru di Era Digital: Penelusuran Literatur

Beban kerja guru merupakan masalah yang dialami oleh guru-guru secara inter-
nasional (Stacey et al., 2020). Dalam konteks manajemen waktu, kapasitas guru untuk
menyampaikan prioritas pendidikan yang mendukung pembelajaran semua siswa diru-
sak oleh beban kerja yang berat dan intensifikasi kerja yang meningkat (Creagh et al.,
2023). Studi Kim (2019) di Korea Selatan menemukan kondisi guru di sekolah nege-
ri memiliki beban kerja administratif yang lebih tinggi sehingga cenderung mengha-
biskan lebih sedikit waktu untuk persiapan pengajaran dan memberikan umpan balik
pada tugas siswa. Menurut Kim (2019) terdapat situasi di mana guru sekolah negeri
menggantikan waktu kerja instruksional dengan pekerjaan adminsitratif. Guru seko-
lah negeri ditemukan lebih perduli pada tugas administratif yang merupakan kebutuh-
an administrasi ketimbang tanggung jawab pada kebutuhan orang tua dan siswa (Kim,
2019).

Dalam teori intensifikasi Apple terdapat berbagai kompleksitas dalam pekerja-
an guru yang perlu dipahami seperti tentang tuntutan akuntabilitas ataupun kurang-
nya dukungan sumber daya (Stacey et al., 2020). Dalam konteks global, guru memang
semakin menghadapi lingkungan kerja yang semakin kompleks dan menuntut berba-
gai keterampilan baru (Gavin & McGrath-Champ, 2024). Pandemi Covid-19 telah seca-
ra signifikan mengubah cara kerja guru yang biasa dan memberi pergeseran pada pola
pendidikan baru yang memberi tekanan pada peningkatan keterampilan dalam peng-
gunaan teknologi baru (Stacey et al., 2024). Studi lain dari Messias dan Loureiro (2023)
memaparkan bahwa pascapandemi guru yang memiliki tingkat kompetensi digital
dasar atau menengah masih merasa tidak yakin tentang cara menggunakan alat digital
secara efektif dan efisien dalam praktik pendidikan mereka. Pandemi Covid-19 secara
signifikan mengganggu cara kerja yang biasa bagi para guru, meningkatkan tuntutan
kerja melalui peralihan mendadak dalam penyampaian pendidikan dan tekanan untuk
meningkatkan keterampilan dalam menggunakan teknologi baru (Gavin dan McGrath-
Champ, 2024).

Kendala guru dalam penggunaan teknologi bukan hanya berasal dari fasilitas yang
minim seperti ketiadaan listrik ataupun sinyal. Studi persepsi guru terhadap metaver-
se di Korea Selatan menunjukkan bahwa hingga kini tidak semua guru menggunakan
teknologi metaverse di kelas mereka karena faktor-faktor seperti pemahaman mereka
yang terbatas tentang teknologi, keterampilan teknis yang tidak memadai, dan masa-
lah sistem kelembagaan (Jo et al., 2024). Temuan lain menyatakan bahwa terdapat lima
faktor (budaya institusi, aksesibilitas dan ketersediaan sumber daya, tata kelola dan
kepemimpinan, kurangnya dukungan teknis dan pedagogis, serta beban kerja yang
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berat) yang berkontribusi pada pengembangan kompetensi digital profesional guru
pemula (Masoumi & Noroozi, 2023). Berdasarkan temuan tersebut maka dalam trans-
formasi digital perlu diperhatikan lima faktor tersebut agar meminimalisasi persoalan
dan dapat meraih tujuan utama dari target yang dituju.

Korhonen et al. (2024) dalam konteks Finlandia memaparkan bahwa ketika difa-
silitasi dengan baik, para guru akan sangat tertarik pada pengembangan lingkungan
pembelajaran yang berbasis digital yang memperhatikan aspek pedagogis dan pembel-
ajaran. Minat untuk meningkatkan pembelajaran, pengajaran, dan kolaborasi dalam
komunitas kerja dan jaringan juga dapat meningkat dengan adanya digitalisasi (Korho-
nen et al., 2024). Artinya, selama pemerintah memberikan akses, fasilitas, dan dukung-
an memadai maka guru-guru dapat memanfaatkan pembelajaran yang mengandalkan
berbagai perangkat teknologi. Perhatian pemerintah terhadap ekosistem pendidikan
secara keseluruhan dan ekosistem digital pendidikan secara khusus menjadi sangat
utama untuk membuat guru berkembang.

Moraiti et al. (2024) berpendapat bahwa tugas para guru untuk menunjukkan
potensi yang dapat ditawarkan teknologi digital di dalam kelas dan mempromosikan
metodologi aktif untuk mendorong kreativitas serta memfasilitasi lingkungan bela-
jar yang menarik. Keahlian guru terletak pada menilai nilai pedagogis dari berbagai
teknologi yang digunakan di dalam kelas. Posisi ini menekankan pentingnya penilaian
guru tentang teknologi mana yang secara pedagogis tepat untuk digunakan di sekolah
(Moraiti et al., 2024). Lebih lanjut Moraiti et al. (2024) berpandangan posisi guru seba-
gai kurator yang menggunakan teknologi untuk memungkinkan tindakan yang secara
pedagogis masuk akal. Pada konteks ini, guru berperan untuk mengkurasi dan meng-
evaluasi pengalaman belajar dan menjadi fasilitator yang dapat memenuhi kualifikasi
guru untuk menghadapi realitas yang harus mereka persiapkan.

Digitalisasi dan Peningkatan Beban Kerja Guru

Bagian ini akan memberikan jawaban atas pertanyaan pertama, apakah mening-
katnya beban kerja guru juga membuat kualitas pendidikan semakin meningkat atau
membawa implikasi negatif bagi guru? Jika memperhatikan Tabel 2, sebelum meman-
faatkan PMM guru sudah memiliki beban kerja yang beragam.

Tabel 2. Beban Kerja Guru

Beban Kerja Guru Jumlah  Persentase (%)
24-30 jam pelajaran per minggu 118 55,9
30-40 jam pelajaran per minggu 40 19,0
40-50 jam pelajaran per minggu 9 4,3
Di bawah 24 jam pelajaran per minggu 44 20,9
Total 21 100,0

Sumber: Data penelitian, diolah (2024).

Data menunjukkan bahwa responden guru yang mengajar kurang dari 24 jam pela-
jaran (JP) sebanyak 44 guru atau 20,7 persen. Responden guru dengan beban ajar
24-30 JP sebanyak 118 guru atau 55,9 persen. Guru dengan beban ajar 30-40 JP sebe-
sar 19 persen atau 40 responden. Sisanya, responden dengan beban mengajar 40-50 JP
sebesar 4,3 persen atau 9 guru, dan ini tentu sangat perlu diperhatikan oleh pemerin-
tah. Berdasarkan SE GTK 0559/B.B1/GT.02.00/2024 disampaikan bahwa PMM tidak
wajib bagi guru non-ASN. Namun, pada saat survei ini dilaksanakan pada 26 Desem-
ber 2023 sampai dengan 26 Januari 2024, keluar kebijakan Peraturan Direktur Jende-
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ral Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 7607/B.B1/HK.03 /2023 tentang Petunjuk
Teknis Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah yang mewajibkan guru sege-
ra membuat perencanaan kinerja melalui PMM. Pada saat kebijakan itu diberlakukan
pada 15 Desember 2023, terjadi kepanikan di antara para guru yang terekam dalam
survei ini. Dalam pertanyaan “bagaimana responden menerima informasi mengenai
pengintegrasian e-kinerja atau kewajiban administrasi guru melalui PMM?”, sebanyak
113 responden (53,1 persen) merasa khawatir karena beban administrasi akan bertam-
bah banyak, sementara 56 responden (26,3 persen) menganggap biasa saja, 20 respon-
den (9,4 persen) yang merasa senang, 16 responden (7,5 persen) menunjukkan daya
tolak terhadap PMM, dan sebanyak 8 responden (3,8 persen) mengaku panik karena
tidak tahu apa yang harus dilakukan. Secara detil dapat dilihat pada Bagan 3.

Senang, 20 guru

Biasa saja, 56 guru

Timbul daya tolak, 16 guru

Panik karena tidak tahu apa yang
harus dilakukan, 8 guru (3,8%)

Khawatir karena beban
administrasi akan tambah banyak

Bagan 3. Pandangan Guru terhadap PMM
Sumber: Data penelitian, diolah (2024).

Beban kerja guru terus meningkat di tengah masifnya digitalisasi pembelajar-
an. Bagan 4 menunjukkan bahwa PMM dianggap sebagai beban digital terbesar bagi
guru. Pada bagian ini setiap guru dapat mengisi lebih dari satu jawaban. Pilihan jawab-
an yang disediakan adalah rancangan pembelajaran, laporan belajar, laporan seko-
lah, SKP, asesmen sumatif dan formatif semester, dokumen perangkat awal semester,
PMM, dan webinar/diklat. Dari jawaban guru disampaikan beban digital yang paling
banyak dipilih adalah PMM (167 responden /79,1 persen). Selanjutnya secara berurutan
webinar /diklat (106 responden /50,2 persen), SKP (101 responden /47,9 persen), doku-
men perangkat awal semester (100 responden/47,4 persen), rancangan pembelajar-
an (98 responden /46,4 persen), laporan sekolah (74 responden /35,1 persen), laporan
belajar (72 responden /34,1 persen), asesmen formatif dan sumatif (69 responden /32,7
persen), dan tidak menjawab (1 responden /0,5 persen).

Asesmen formatif dan sumatif, 69 guru

Laporan belajar, 72 guru PMM, 167 guru

Laporan sekolah, 74 guru

NS

Y

Webinar /diklat, 106 guru

Rancangan pembelajaran, 98 guru 50

SKP, 101 guru

Bagan 4. Beban Digital Guru terhadap PMM
Sumber: Data penelitian, diolah (2024).

Beban administrasi yang terdigitalisasi ini di antaranya adalah laporan digital
untuk laporan rancangan pembelajaran, laporan belajar, laporan untuk sekolah, SKP,
asesmen sumatif dan formatif, perangkat awal semester, webinar, diklat dan peng-
isian PMM. Beban digital PMM paling tinggi karena platform tersebut menggabung-
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kan tiga hal. Pertama, sosialisasi kurikulum berbasiskan bukti digital. Sebagai contoh
adalah para guru dituntut untuk menyelesaikan video tontonan mengenai KM yang
berjilid-jilid. Setiap satu kali tontonan, guru harus mengisi beberapa soal untuk dinya-
takan memahami satuan materi dari KM. Kedua, para guru dituntut untuk melampir-
kan berbagai jenis bukti digital untuk perencanaan dan perancangan pembelajaran,
pelaksanaan pembelajaran, dan laporan pembelajaran. Perencanaan dan perancangan
pembelajaran dan laporan pembelajaran berbentuk silabus, RPP, dan beragam media
serta metode yang akan digunakan guru dalam mengajar.

Dokumentasi ini biasanya berbentuk dokumen digital seperti dokumen RPP atau
bahan tayang materi ajar serta berbentuk audiovisual (video). Dalam pelaksanaan, para
guru mendokumentasikan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan perang-
kat-perangkat dan peralatan mengajar dalam bentuk cuplikan gambar dan video. Keti-
ga, guru ASN melaporkan kinerja mereka, yang tadinya melalui aplikasi dan laman
Badan Kepegawaian Negara (BKN) kemudian di integrasikan ke dalam PMM.

Selanjutnya, untuk mengisi aplikasi PMM, para guru memanfaatkan segala jeda
waktu agar memiliki kesempatan mengisi platform tersebut. Dari total 211 responden,
51 responden (24,2 persen) melaporkan mengerjakan tugas PMM setelah jam pulang
sekolah di lingkungan sekolah, sementara 47 responden (22,3 persen) menyelesaikan-
nya di rumah. Selain itu, 40 responden (19,0 persen) memanfaatkan jam kosong untuk
menyelesaikan tugas PMM, dan 31 responden (14,7 persen) mengerjakannya hingga
larut malam. Sebagian guru mengalami keterbatasan waktu, dengan 22 responden (10,4
persen) menyatakan tidak sempat mengerjakan tugas PMM sama sekali dan 18 respon-
den (8,5 persen) harus menyelesaikannya saat jam mengajar berlangsung. Terdapat
juga kasus unik, di mana 1 responden (0,5 persen) mengerjakan PMM dengan bantu-
an orang lain secara berbayar dan 1 responden (0,5 persen) lainnya dibantu secara
cuma-cuma. Data ini mengungkap bahwa mayoritas guru harus mengalokasikan waktu
tambahan, sering kali di luar jam kerja reguler, untuk memenuhi tuntutan administra-
si PMM. Hal ini tidak hanya memengaruhi keseimbangan antara pekerjaan dan kehi-
dupan pribadi, tetapi juga menunjukkan bahwa waktu kerja formal tidak cukup untuk
menyelesaikan beban digital yang meningkat.

Dibantu orang lain gratis, 1 guru (0,5%)

Setelah jam pulang sekolah di sekolah
51 guru

Dibantu orang lain berbayar, 1 guru (0,5%)

Jam mengajar, 18 guru

Mengerjakan di rumah
47 guru

Tidak sempat mengerjakan
22 guru

Mengerjakan larut malam
31 guru

Jam kosong
40 guru

Bagan 5. Waktu mengisi PMM oleh Guru
Sumber: Data penelitian, diolah (2024).

Besarnya beban digital guru dalam mengerjakan PMM sampai menyebabkan mere-
ka mengisinya setelah jam pulang sekolah, di rumah hingga larut malam. Gangguan
ini juga disebabkan karena notifikasi yang muncul pada gawai pribadi guru sering kali
mengganggu karena berbunyi di luar jam kerja. 138 responden (65,4 persen) meng-
konfirmasi bahwa notifikasi PMM muncul di luar jam kerja. Ini tentu saja mengganggu
kehidupan pribadi serta ruang privasi guru melalui notifikasi di gawai mereka, seperti
diperlihatkan Bagan 6.
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Tidak mengganggu, 73 guru

Mengganggu, 138 guru

Bagan 6. Gangguan Notifikasi PMM
Sumber: Data penelitian, diolah (2024).

PMM terinstal pada gawai pribadi, maka pembiayaan pulsa dan jaringan internet
memang tidak bisa dilepaskan dari pulsa pribadi para guru (Bagan 7). 71,1 persen atau
150 responden mengakses PMM dengan sebagian besar (60-100 persen)pulsa atau
Wi-Fi pribadi, 21,8 persen atau 46 responden mengakses PMM sebagian/separuh
(40-59 persen) dengan pulsa pribadi, dan 7,1 persen atau 15 responden mengakses
PMM sebagian kecil (1-39 persen) dengan pulsa atau Wi-Fi pribadi. Selanjutnya, akti-
vitas PMM dalam gawai pribadi menyebabkan guru menggunakan sumber daya priba-
di untuk membiayai proses pengisian PMM, termasuk pada penggunaan listrik pribadi
(gambar 8). 67,3 persen atau 142 responden menggunakan PMM dengan listrik priba-
di sebagian besar (60-100 persen), 25,1 persen atau 53 responden menggunakannya
separuh (40-59 persen), dan 7,6 persen atau 16 responden menggunakannya sebagian
kecil (1-39 persen).

Separuh Separuh
(40-59%), (40-59%),
46 Sebagian 53 guru Sebagian
besar besar
Sebagian kecil (60-100%),  sebagian kecil (60-100%),
(1_39%)’ 150 (1_39%)’ 142 guru
15 guru 16 guru

Bagan 7. Penggunaan Kuota Internet dalam Bagan 8. Penggunaan Daya Listrik dalam
Mengakses PMM Mengakses PMM
Sumber: Data penelitian, diolah (2024). Sumber: Data penelitian, diolah (2024).

Memperhatikan data tersebut, apakah meningkatnya beban kerja guru juga
membuat kualitas pendidikan semakin meningkat atau membawa implikasi negatif
bagi guru? Data menunjukkan bahwa meningkatnya beban kerja guru memiliki kecen-
derungan membuat posisi guru semakin terjepit ketimbang meningkatnya kuali-
tas pendidikan. Dari data statistik yang sudah dipaparkan, ada beberapa temuan yang
perlu diperhatikan. Pertama, perubahan kebijakan menimbulkan kepanikan karena
masih ada guru yang kurang mendapatkan informasi. Kedua, beban kerja digital guru
meningkat setelah pemberlakuan PMM antara lain membuat laporan pembelajaran,
laporan belajar, SKP, kegiatan asesmen, webinar, serta diklat. Pada porsi ini guru perlu
berfokus untuk mengunggah semua bukti kerjanya melalui PMM. Ketiga, waktu yang
dialokasikan di luar waktu mengajar menjadi lebih banyak karena guru perlu menger-
jakan berbagai beban administratif tersebut di luar jam sekolah. Para guru memanfa-
atkan waktu istirahat di sekolah ataupun di rumah bahkan hingga larut malam untuk
mengisi PMM, sebab notifikasi PMM sering hadir juga di luar jam kerja. Keempat,
beban administrasi guru pun hadir membayangi kehidupan pribadi guru, sehingga sulit
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membedakan waktu kerja dan waktu pribadi. Para guru pun harus membiayai secara
personal berbagai kebutuhan seperti jaringan internet dan biaya listrik ketika bekerja
di rumabh.

Kerumitan dan beban digital yang hadir dalam bentuk input ragam administrasi
melalui PMM telah meningkatkan intensifikasi kerja guru, membuat guru fokus kepa-
da hal tersebut, dan kemudian menegasikan kegiatan inti menemani anak-anak bela-
jar. Fenomena tersebut dapat dengan mudah dijelaskan seperti yang diungkap oleh
Gavin dan McGrath-Champ (2024), saat ini secara global terdapat krisis dalam yang
menghantui profesi guru. Berbagai penelitian empiris selama satu dekade terakhir
menunjukkan intensifikasi kerja, tuntutan beban kerja, dan beban administratif guru
yang berefek pada tingginya tingkat stres, kelelahan, sampai ada yang mengundur-
kan diri dari profesi guru. Yang paling parah dari semua adalah kehilangan waktu yang
efektif terkait pekerjaan inti dan paling berharga yaitu mendidik siswa. Dalam kasus
PMM, pendampingan terhadap para siswa yang utama (core) menjadi tergantikan tugas
administrasi. Upaya untuk membangun kapasitas melalui paparan informasi di PMM,
juga upaya menunjukkan profesionalitas guru melalui unggahan bukti kerja menja-
di beban digital baru bagi guru. Selain itu, terdapat juga kondisi di mana para guru
memiliki kesulitan akses internet dan kapabilitas personal dalam penguasaan teknologi
informasi dan komunikasi.

Menggunakan bahasa yang berbeda, kasus serupa terjadi di Korea Selatan seper-
ti yang digambarkan oleh Kim (2019) pada risetnya. Kim (2019) menggunakan istilah
tugas pengajaran guru dan instruksional yang esensial (essential teaching and duti-
es) untuk memperlihatkan tugas-tugas inti yang harus dikerjakan guru. Tugas inti
tersebut terkait pendampingan anak-anak di dalam ruang kelas maupun di luar kelas.
Dalam riset tersebut, Kim (2019) memaparkan terdapat kecenderungan sekolah-seko-
lah negeri di Korea Selatan yang lebih cenderung dinilai dari segi pelaporan admi-
nistratif dan lebih memprioritaskan pekerjaan administratif ketimbang pekerjaan
yang esensial, berupa pengajaran di kelas dan pendampingan siswa lainnya. Semen-
tara itu, dalam konteks Australia, para guru juga menghadapi berbagai beban kerja
yang semakin besar dan berubah-ubah sifatnya (Stacey et al., 2020). Administrasi dan
berbagai pengumpulan data yang harus dilakukan guru menjadi lebih banyak. Guru-
guru mendapatkan tantangan untuk memilah pekerjaan-pekerjaan administratif yang
menjadi tuntutan (Stacey et al., 2024). Ketika guru menghadapi tuntutan pekerjaan
yang tinggi, maka peluang guru mengalami burnout sangat tinggi. Kelelahan emosional
ini dipengaruhi oleh tekanan waktu (dalam penyelesaian berbagai tugas) dan kemudian
berpengaruh pada motivasi dan kesejahteraan guru (Skaalvik & Skaalvik, 2020). Menyi-
mak hasil survei dan dikaitkan dengan berbagai riset terdahulu, semakin menegaskan
bahwa hadirnya digitalisasi pendidikan memang meningkatkan beban kerja guru.

Membangun Pola Komunikasi yang Dialogis dalam Implementasi PMM

Apakah pemerintah sudah melakukan pola komunikasi yang dialogis atau instruk-
si yang masih kurang dipahami oleh guru-guru? Jika memperhatikan data, PMM diso-
sialisasikan dengan cara yang formal dan struktural dan belum pada taraf yang dialo-
gis. Pada pertanyaan bagaimana sosialisasi PMM yang dirasakan para guru, alasannya
dapat diperhatikan pada Bagan 9.

Pada 24 November 2023, Harian Kompas menerbitkan wawancara dengan para
guru yang berjudul “Saat Guru Berburu Centang Hijau". Dalam pemberitaan tersebut
guru yang diwawancara mengaku terus dituntut dinas pendidikan agar segera menye-
lesaikan pelatihan mandiri dan aksi nyata dalam PMM (Napitupulu, 2023). Hal ini
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Instruksi kepala sekolah,

Belum tahu, 4 guru (1,9%) 59 guru

Belum menggunakan, 4 guru (1,9%)

Instruksi dinas pendidikan,

Demi karir, 8 guru 53 guru

Tidak ingin tertinggal, 23 guru

Instruksi Kemendikbudristek,

Sukarela, 24 guru 36 guru

Bagan 9. Alasan Penggunaan PMM
Sumber: Data penelitian, diolah (2024).

terkonfirmasi dari 211 guru yang menjadi responden terkait pertanyaan penggunaan
PMM, 59 guru atau 28 persen menjawab karena instruksi dari kepala sekolah, 53 guru
atau 25,1 persen menjawab karena instruksi dari dinas pendidikan, dan 36 guru atau
17,1 persen menggunakan PMM karena instruksi dari Kemendikbudristek. Dapat dili-
hat, sosialisasi penggunaan PMM secara struktural merupakan instruksi hierarkis dari
Kemendikbudristek, dinas pendidikan, dan kepala sekolah. Jika diakumulasikan sebe-
sar 70,1 persen responden guru menggunakan PMM karena instruksi struktural hierar-
kis dan berjenjang dari institusi-institusi tersebut. Selain itu, 24 guru atau 11,4 persen
menggunakan PMM secara sukarela, 24 guru atau 11,4 persen menjawab tidak ingin
tertinggal, 8 guru atau 3,8 persen menggunakan PMM demi karir, dan masing-masing
4 guru atau 1,9 persen belum tahu dan belum menggunakan PMM.

Proses pengintegrasian SKP ke PMM diterbitkan melalui Peraturan Direkto-
rat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbudristek Nomor
7607 /b.b1/hk.03 /2023 pada tanggal 15 Desember 2023. Sementara sosialisasi pengin-
tegrasian e-kinerja guru ke PMM dimulai pada tanggal 25 Desember 2023 pada kanal-
kanal resmi Kemendikburistek. Sementara dalam peraturan tersebut para guru maksi-
mal harus membuat perencanaan kinerja paling lambat pada tanggal 30 Januari 2024.
Artinya, sosialisasi perubahan platform kinerja guru ke PMM terhadap 2,2 juta guru
ASN (PNS dan PPPK) hanya diberi jeda 45 hari (15 Desember 2023-30 Januari 2024).
Perubahan mendadak ini menyebabkan guru non-ASN seperti guru swasta dan hono-
rer di sekolah negeri mengikuti berbagai webinar yang berkaitan dengan e-kinerja
dalam PMM. Survei yang dilakukan pada kurun waktu 26 Desember 2023-26 Januari
2024 mampu merekam situasi ini karena respondennya tidak hanya guru ASN.

Dari pertanyaan bagaimana penerapan e-kinerja dalam PMM (Bagan 10), 70
responden menjawab penerapan tersebut memberatkan (33,2 persen) dan 106 guru
(50,2 persen) menjawab membingungkan. Hanya 34 guru (16,0 persen) yang menjawab
meringankan, sementara 1 guru (0,5 persen) tidak menjawab.

Membingungkan,

106 guru
Tidak menjawab,
1 guru (0,5%)
' Memberatkan,
Meringankan, 70 guru

34 guru

Bagan 10. Penerapan E-kinerja di PMM
Sumber: Data penelitian, diolah (2024).

Jawaban tersebut berkorelasi dengan pertanyaan lain berkaitan dengan bagaima-
na para guru memahami penerapan integrasi SKP BKN dengan e-kinerja di PMM. 69
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responden (32,7 persen) menjawab belum mendapat sosialisasi, 47 responden (22,3
persen) memahami setelah ada sosialisasi dari sekolah, 29 responden (13,7 persen)
merasa sudah paham, 22 responden (10,4 persen) mengalami panik, 15 responden (7,1
persen) paham dari informasi di grup komunikasi, 15 responden (7,1 persen) paham dari
sosialisasi dari dinas pendidikan, 9 responden (4,3 persen) paham setelah ada sosia-
lisasi dari Kemendikbudristek, 4 responden (1,9 persen) merasa sangat paham, dan 1
responden (0,5 persen) tidak menjawab. Dari data ditunjukkan bahwa masih sangat
banyak responden yang belum memahami penerapan integrasi SKP BKN dengan
e-kinerja di PMM karena tidak terjangkau oleh sosialisasi yang memandai.

Tidak menjawab, 1 guru (0,5%)
Sangat paham, 4 guru (1,9%)

Paham setelah ada sosialisasi dari
Kemendikbudristek, 9 guru (4,3%)

Paham dari sosialisasi dari
dinas pendidikan, 15 guru

Belum ada sosialisasi,
69 guru

Memahami setelah
ada sosialisasi dari
sekolah, 47 guru

Paham dari informasi di
grup komunikasi, 15 guru

Panik, 22 guru

Paham, 29 guru

Bagan 11. Penerapan Integrasi SKP BKN dengan E-kinerja di PMM
Sumber: Data penelitian, diolah (2024).

Dalam konteks kebijakan, sosialisasi dan dialog dengan para guru menjadi sangat
penting untuk menyukseskan kebijakan yang akan diimplementasikan. Komunika-
si yang tidak membuka ruang dialog akan sangat membahayakan dan menimbulkan
misinterpretasi dalam pelaksanaannya, sehingga terdapat guru yang mengaku tidak
memahami bagaimana mengelola PMM. Paparan data menunjukkan sosialisasi PMM
belum efektif menjangkau seluruh guru, guru yang terbebani dan bingung dengan
berbagai perubahan yang mendadak, dan adanya kebutuhan terhadap metode sosiali-
sasi yang lebih dialogis, inklusif, dan menyeluruh.

Pendidikan sebagai dialog memungkinkan semua pihak melihat lebih jelas apa
yang memiliki nilai intrinsik dalam pendidikan dengan menunjukkan sentralitas keba-
jikkan moral dan intelektual dalam kehidupan beradab dan pengajaran yang mendi-
dik (Kazepides, 2010). Lebih lanjut Kazepides (2010) memaparkan bahwa proses dialog
membutuhkan rasa hormat, kepercayaan, keterbukaan pikiran dan kemauan untuk
mendengarkan, serta menanggalkan bias prasangka. Tujuan dialog bukan untuk
memenangkan argumen tetapi memajukan pemahaman yang sama dengan didasar-
kan pada keyakinan bersama. Memperhatikan data, pemerintah membutuhkan kerja
ekstra untuk memberikan sosialisasi terhadap berbagai kebijakan pendidikan dan
mendasarkan pada adanya ruang dialogis di antara berbagai pemangku kepentingan,
khususnya bagi guru-guru yang berada pada garda terdepan medan juang pendidik-
an. Kesepahaman yang diraih melalui dialog yang dilakukan secara dua arah menja-
di penting, karena dalam prosesnya terdapat interaksi yang memungkinkan hadirnya
saling percaya.

Daya tolak di kalangan guru yang ditemukan dalam survei ini, menunjukkan
kurangnya rasa percaya guru pada kebijakan pendidikan, khususnya penerapan PMM.
Ini bisa disebabkan karena kurangnya saluran guru dalam memberi masukan atau
melakukan klarifikasi secara langsung terhadap penerapan PMM. Ruang dialog yang
dibangun memungkinkan berbagai kebingungan atau kegelisahan guru dapat terta-
ngani. Tentu saja hal tersebut menjadikan guru lebih bersemangat dalam menjalan-
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kan tugas pendidikan. Proses dialogis dengan guru yang memanfaatkan platform
secara langsung sangat penting bagi kebijakan PMM agar terus bisa memperbaharui
layanannya. Respons balik dari guru akan membuat kebijakan-kebijakan yang diterap-
kan menjadi lebih dialogis, inklusif, dan responsif terhadap perubahan. Seperti yang
sampaikan oleh Freire (2019), dalam dialog perlu ada harapan dan dialog diperlukan
untuk menyadari ada banyak ketidaksempurnaan.

Perbaikan demi perbaikan kebijakan dilakukan melalui dialog antara pembuat kebi-
jakan dan para guru yang mengimplementasikan kebijakan tersebut. Di sisi lain rasa
kepemilikan dan komitmen terhadap kebijakan pendidikan akan semakin meningkat.
Guru menjadi lebih percaya diri dalam menjalankan tugas-tugas yang dihadapi. Pada
proses dialog ini, pihak pemerintah menjadi lebih memahami apa yang merupakan
substansi pendidikan atau tugas esensial guru di lapangan pendidikan. Tugas utama
para guru menemani peserta didik di dalam dan di luar kelas, bukan perkara admi-
nistrasi yang berat dan membebani. Tuntutan meningkatkan kualitas, bukan berarti
dengan memaksa beban kerja digital yang semakin menjauhkan para guru dari tugas
inti atau esensialnya, yaitu mendidik anak-anak bangsa.

Meninjau Ulang Pemanfaatan PMM

Argumen bahwa PMM melakukan efisiensi dan efektivitas dalam sosialisasi KM,
merampingkan beban administrasi, serta meringankan beban kerja guru itu sendi-
ri perlu diuji kembali. Pada pertanyaan apakah PMM (Bagan 12) berdampak dalam
mengurangi atau menambah beban administrasi, 176 responden (83,4 persen) menya-
takan bahwa penggunaan PMM menambah beban administrasi, 34 responden (16,1
persen) menyebutkan bahwa PMM mengurangi beban administrasi, dan 1 responden
(0,5 persen) tidak menjawab.

Menambah
Tidak menjawab, 1 guru (0,5%) beban
. administrasi,
Mengurangi beban 176 suru
administrasi,
34 guru

Bagan 12. Dampak Penggunaan PMM dalam Administrasi Guru
Sumber: Data penelitian, diolah (2024).

Pada poin ini penggunaan PMM oleh guru perlu mendapatkan perhatian dari
pemerintah. Dari segi aplikasi, perbaikan aplikasi PMM sudah dilakukan, tetapi masih
tampak perlunya ada kurasi yang lebih ketat terhadap beragam konten yang ada, selain
juga uji kelayakan dan evaluasi terhadap setiap dokumen yang diunggah di PMM. Poin
penting lainnya juga perlu adanya pembaharuan dokumen kebijakan yang dapat diak-
ses oleh para guru secara berkala. Perlu dipastikan agar konten yang ada dapat diakses
dan sesuai dengan kebutuhan guru. Dari sisi instruksi, pola komunikasi yang menge-
depankan dialog perlu diperhatikan. Sosialisasi kebijakan perlu lebih memperhatikan
kebutuhan-kebutuhan guru, dan juga menangkap aspirasi dari para guru atau penggu-
na aplikasi. Proses tersebut juga membangun rasa percaya guru karena mereka mera-
sa didengarkan aspirasinya. Selanjutnya, beban kerja digital yang ada pada guru dapat
dikurangi porsinya dengan membuat skala prioritas yang berbasis pada tugas utama
atau esensial guru. Ketika hal tersebut dilakukan, maka guru tidak merasa terbebani
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sebab mereka paham yang dilakukan merupakan bagian dari kerja guru. Ketidakpas-
tian informasi yang didapat oleh guru masih terjadi secara asimetris membuat guru
merasa bingung dan panik, yang sebetulnya memiliki biaya psikologis yang besar.

Lalu, bagaimana pola dan mekanisme pemanfaatan PMM yang lebih konstruktif
dan manusiawi bagi para guru? Sebagai negara besar yang menjunjung tinggi demo-
krasi, dialog dalam perumusan kebijakan maupun implementasinya sangatlah penting.
Pemanfaatan PMM yang memperhatikan kebutuhan para guru akan membuat kebijak-
an tersebut menjawab masalah mereka yang dalam keseharian bergelut dengan kondi-
si pendidikan yang menantang. Dalam konteks lebih lanjut, inklusivitas kebijakan akan
membantu pemerintah dalam menciptakan lingkungan belajar yang sesuai dengan
aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut membuat implementasi kebi-
jakan dapat dilaksanakan dengan optimal karena adanya dukungan dari guru-guru di
lapangan pendidikan, termasuk di ruang-ruang kelas. Keterbatasan-keterbatasan yang
hadir dalam pemanfaatan PMM akan dapat diatasi jika setiap guru mendapatkan pema-
haman yang penuh bahwa PMM dihadirkan untuk membantu meningkatkan kuali-
tas pendidikan, bukan untuk menambah beban mereka dalam bekerja. Kondisi saat ini
menunjukkan bahwa PMM justru menjadi beban digital baru karena pemerintah tidak
memperhatikan pendapat kritis para guru terhadap program tersebut. Kompleksitas
dalam ruang pendidikan di Indonesia, termasuk pada kapabilitas guru yang beragam
dalam penguasaan teknologi dan ketimpangan akses perlu menjadi perhatian utama
dalam meninjau praktikalitas suatu kebijakan pendidikan termasuk pada pemanfaat-
an PMM. Selwyn et al. (2020) memberikan catatan kritis bahwa ketidaksetaraan dalam
memanfaatkan teknologi di dalam pendidikan formal maupun informal dan juga bagai-
mana cepatnya teknologi berubah secara drastis, justru memberikan keuntungan bagi
kelompok yang memiliki akses dan sumber daya paling besar.

Jika berkaca pada situasi global yang juga memperlihatkan beban kerja guru yang
semakin meningkat (Stacey et al., 2020), maka implementasi PMM perlu memperhati-
kan kondisi faktual di lapangan pendidikan. Jika menggunakan perspektif yang diaju-
kan oleh Creagh et al. (2023) maka yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan PMM
adalah terkait dengan manajemen waktu dalam pemanfaatan PMM. Poin utamanya,
prioritas pendidikan yang harus didahulukan di tengah intensifikasi kerja yang sema-
kin melesat (Creagh et al., 2023). Studi Kim (2019) tentang kondisi beban guru di seko-
lah negeri perlu disimak, sebab tampak sekali kesibukan guru untuk menyelesaikan
tagihan seperti dalam PMM juga berisiko menjadikan hal tersebut (beban administratif)
menjadi utama dan beban mendidik di kelas semakin berkurang. Penambahan beban
kerja digital ini dalam pandangan Apple (2020) menjadikan berbagai kompleksitas
dalam pekerjaan guru ditambah sehingga guru harus memahami soal akuntabilitas dan
dukungan sumber daya. Memperhatikan hasil survei dan berbagai studi yang memba-
has tentang beban kerja digital guru, tinjauan menyeluruh dari pemerintah terhadap
PMM menjadi sangat penting. Ada kekhawatiran bahwa tujuan pendidikan tidak terca-
pai karena PMM membuat guru-guru sibuk dengan administratif ketimbang perkara
substansi pendidikan.

Beberapa hal yang dapat membantu meningkatkan efektivitas PMM dengan
mempertimbangkan beban kerja dan kesejahteraan guru. Pertama, PMM terbukti telah
menambah beban digital para guru. Untuk memanfaatkan PMM secara efektif, diperlu-
kan keseimbangan antara beban kerja yang sudah ada seperti beban jam kerja melebihi
24 JP. Selain itu diperlukan efisiensi beban digital guru yang benar-benar memperhi-
tungkan beban yang sudah dimiliki oleh para guru. Artinya, PMM akan sangat efek-
tif digunakan oleh para guru dengan beban kerja di bawah 24 JP. Pemerintah dapat
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menjadikan PMM sebagai alat integrasi berbagai kegiatan berbasiskan digital sehing-
ga guru dapat mengorganisir beban digital menjadi lebih baik. Selain itu, diperlukan
fitur perhitungan tatap layar dalam akses PMM sehingga guru bisa menggunakan PMM
melalui gawai secara wajar.

Kedua, kebijakan instruktif dari level pusat, daerah, hingga satuan pendidikan yang
menekan guru untuk mengakses PMM perlu diperlonggar dengan cara meniadakan
mekanisme kejar target yang membuat guru menjadikannya tuntutan. Meski sampai
saat ini tidak ditemukan bukti tertulis kewajiban untuk mengisi PMM, tetapi di lapang-
an para guru terus mengalami instruksi ganda dari Kemendikbudistek, dinas pendidik-
an, cabang dinas pendidikan, dan satuan pendidikan. Berbagai pihak yang mengawasi
capaian PMM perlu melakukan pendekatan yang lebih humanis dan mementingkan
tujuan utama dari PMM untuk membantu guru, bukan sebaliknya. Perlu adanya evalu-
asi terhadap seberapa besar tuntutan penyelesaian modul dan berbagai input pada
PMM berpengaruh kepada peningkatan kinerja dan inovasi guru.

Ketiga, kekhawatiran para guru pada PMM yang ditemukan menunjukkan adanya
proses sosialisasi yang kurang dialogis sehingga para guru menghadapi PMM dengan
daya tolak. Oleh sebab itu, diperlukan upaya sosialisasi yang adaptif dengan dua
pendekatan, yakni sosialisasi secara tatap muka langsung dan tatap maya yang seim-
bang. Setiap kebijakan akan lebih mudah dipahami dan diimplementasikan ketika
pemerintah menggunakan pendekatan yang empati dan memberi kesempatan bagi
guru untuk memahami esensi dan nilai kebijakan yang akan diterapkan.

Keempat, pemerintah perlu meningkatkan afirmasi pada guru dan sekolah di
daerah sulit listrik dan sinyal. Hal ini bisa dalam bentuk pengurangan beban digi-
tal dan tuntutan-tuntutan dalam PMM. Misal dengan menyesuaikan himbauan perlu-
nya membuat aksi nyata serta memberikan keleluasaan waktu dalam mengisi SKP
bagi guru ASN. Hal ini agar guru dapat melakukan pengisian secara berkala saat yang
bersangkutan sedang berada di daerah cukup sinyal dan listrik.

Kelima, pemerintah perlu memperbaiki PMM dengan memperhatikan kritik, saran,
dan keluhan para guru terhadap PMM. Pada PMM perlu disediakan kolom kritik dan
saran dengan jendela tampilan yang mudah diakses. Kolom kritik dan saran perlu
disertai informasi bahwa keluhan yang disampaikan tidak akan mengganggu Kkari-
er guru yang bersangkutan, sehingga para guru merasa aman memberikan kritik dan
saran pada PMM. Memperhatikan kritik, saran, dan keluhan adalah bagian dari upaya
pemerintah dalam mengadopsi pola komunikasi yang lebih dialogis, inklusif, dan
responsif terhadap kebutuhan nyata para guru. Dialog memungkinkan pembuat kebi-
jakan memahami realitas di lapangan sekaligus membangun rasa percaya dan komit-
men bersama. Dengan demikian, kebijakan pendidikan dapat diterima dengan lebih
baik, dan para guru merasa lebih didukung dalam menjalankan tugas utama mereka,
yaitu mendidik generasi penerus bangsa.

Penutup

Artikel ini menghasilkan tiga temuan. Pertama, meningkatnya beban kerja guru
memiliki kecenderungan membuat posisi guru semakin terjepit dalam meningkatkan
kualitas pendidikan. Dari hasil analisis, terjadi peningkatan beban kerja guru di era
digital di masa kini. Beban kerja yang bertambah akibat digitalisasi administrasi sema-
kin menekan guru, baik secara fisik, mental, maupun finansial. Kedua, pola komuni-
kasi pemerintah dalam implementasi PMM cenderung hierarkis, instruktif, dan belum
dialogis. Sosialisasi yang bersifat formal dan menggunakan pendekatan struktural
ini gagal menjangkau seluruh guru. Kurangnya dialog dan komunikasi yang mema-
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dai mengurangi efektivitas dalam implementasi berbagai kebijakan pemerintah. Keti-
ga, penggunaan PMM dalam mendukung administrasi dan sosialisasi KM masih meng-
hadapi tantangan signifikan. Klaim efisiensi dan efektivitas PMM perlu diuji kembali
secara kritis melalui evaluasi yang lebih mendalam. Selain itu, pola komunikasi yang
hierarkis dan kurang memperhatikan ruang dialog dapat memperburuk situasi dan
membuat kebingungan dan tekanan psikologis bagi guru. Ketimpangan akses teknologi
dan kapabilitas yang beragam semakin memperparah kompleksitas dalam pemanfaatan
PMM. Meskipun pemerintah telah melakukan pembaruan pada aplikasi, masih diperlu-
kan kurasi konten yang lebih relevan, penyediaan dokumen kebijakan yang terbarukan,
serta skala prioritas administratif berbasis tugas utama guru sebagai pendidik.

Dalam implementasi PMM penting untuk memahami tantangan yang dihadapi oleh
para guru dalam keseharian mereka. DPR RI perlu mengawasi program digitalisasi
pendidikan untuk memastikan produk pendidikan yang dihasilkan telah melalui proses
partisipasi yang bermakna. DPR RI perlu melakukan pengawalan dan pengawasan
terhadap kebijakan pendidikan berbasis platform digital termasuk PMM. DPR RI dapat
mendorong pemerintah untuk menghilangkan kebijakan instruktif dari level pusat,
daerah, hingga satuan pendidikan yang menekan guru dalam mengakses PMM. DPR
RI perlu mendorong pemerintah melakukan kajian dan evaluasi terhadap PMM berba-
sis pengalaman pengguna (user experience) dalam hal ini guru. DPR RI perlu mendesak
pemerintah agar memberikan capaian kualitas pendidikan yang dihasilkan oleh PMM.
Selain itu DPR RI juga perlu memastikan bahwa PMM menjadi wahana belajar guru,
bukan platform yang menjadi beban bagi guru. Ke depan, DPR RI perlu memastikan
bahwa berbagai platform yang dibuat pemerintah kepada guru tidak menjadi beban
baru.

Pada riset ini tentu ada banyak limitasi baik secara metodologis (pengumpul-
an data, sampel, waktu penelitian, wilayah, dan lain sebagainya) maupun analisis yang
dipaparkan. Dibutuhkan riset yang memiliki pendekatan lebih komprehensif untuk
dapat melakukan telaah yang lebih menyeluruh, sehingga dapat memberikan evidence
based bagi kebijakan pendidikan di Indonesia secara lebih presisi dan holistik.
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